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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit 

yang bertujuanmeningkatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa 

peningkatan keamanan,peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu 

kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi nonprofit ini merupakan organisasi 

yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. 

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga 

pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan 

informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan 

ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat 

perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan 

berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan 

makapemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang 

dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 

25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan  kewenangan atau 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara 

secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber dayanasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat 

secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam 

penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

pemerataan dan keadilan sosial. 

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang 

diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut 

menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah 

Desentralisasi Politik , Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan 

Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk 

mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan 

terjadikemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya 
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dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada 

pemerintah deerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang 

merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan 

menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya 

dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemajuan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Salah satu lembaga pemerintahan terkecil yang mendapatkan bantuan dan 

subsidi dari pemerintah ialah desa. Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan 

pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran penting 

dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju 

rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam 

pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat. Melalui tugas pembantuan 

yang diberikan kepda pemrintah desa, kemudian menyalurkan pembangunan 

tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa pasal 1 angka 1 No. 6 

Tahun 2014 telah disebutkan bahwa : desa merupakan desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk 

guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa 

setempat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (HAW, Widjaja. 2004) 

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa 

inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa 

dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. 

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara 

praktek, bukan hanya sekedar normative. Dengan adanya pemberian kewenangan 

pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendegri 37/2007) dan adanya alokasi 

dana desa (berdasarkan PP 72/2005)seharusnya desa mampu membangun desa 

menjadi lebih maju dengan cara mengelola keuangan desa dengan baik.  (Misbahul 

Anwar dan Bambang Jatmiko, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muh. 

Tahrir dkk Tahun 2019 mengatahkan bahwa Alokasi dana desa ke seluruh desa di 

Indonesia diharapkan dapat menunjang pembangunan akses jalan pedesaan, 
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pengembangan program desa, saran dan prasarana, ekonomi masyarakat serta 

kebudayaan. Sesuai aturan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 bahwa “dana 

desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastuktur, sarana dan prasarana 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif, 

serta pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan desa yang terus dijalankan demi 

memakmurkan rakyatnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh NikmahAstuti Rahman, Amran 

Naukoko dan Albert Londah tahun 2014 yang menganalisis Perbandingan 

Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara hasil 

perhitungan tingkat kemampuan keuangan Kota Manado dan Kota Bitung selama 

periode penelitian, dapat dilihat dari tingkat kemandirian Kota Manado masih 

sedikit lebih unggul dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2 % setiap tahunnya, 

meskipun masih berada pada dibawah 20 % tingkat kemandirian, dibandingkan 

dengan Kota Bitung yang hany amencapai 1 % tingkat pertumbuhan tiap tahun dan 

berada di bawah 10 % tingkat kemandirian. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa 

tingkat kemampuan keuangan yang dimiliki kota manado lebih tinggi daripada kota 

bitung. Dan untuk dapat membuat perkembangan keuangan yang baik sebuah 

daerah maupun kota harus dapat mengelola kauangannya dengan baik. Seperti 

penelitian yang dilkukan oleh Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko yang 

berjudul Kontribusi dan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja yang Transparan dan Akuntabel. Penelitian ini 

menunjukkan Hasil penelitian ini bahwa terkait dengan pemahaman desa terhadap 

laporan keuangan, ada dua desa yang memiliki pemahaman yang baik, Sukoharjo 

dan Minomartani, terkait dengan penerapan APBD yang paling baik adalah desa 

Minomartani, terkait dengan pemahaman Dari teknologi web, dapat disimpulkan 

bahwa Desa Sinduharjo sebagai desa dengan pemahaman terbaik, berkaitan dengan 

peran partisipasi masyarakat. Dengan begitu sebuah desa dapat mengembangkan 

desanya menjadi desa yang lebih baik lagi baik dalam bidang keuangan maupun 

bidang lainnya. 

Salah satu cara desa memiliki pemehaman yang baik adalah dengan cara 

dapat mengelola kekayaan desa dengan baik dan benar. Misalnya pada penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad Nur Ihsan tahun 2015yang berjudul Analisis 

pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. 

Menunjukan hasil bahwa walaupun masih baru, BUMDes Gerbang Lentera 

merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaannya sudah baik di Kabupaten 

Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding. 

Proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

didirikannya BUMDes. Dengan diadakannya BUMDes dan pengelolaan 
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keuangannya dilakukan dengan baik dan benar maka akan dapat membantu 

menambah tingkat kemampuan keuangan suatu daerah karena dapat menambah 

jumlah pendapatan asli desa. 

Penelitian diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Benny 

Ferdianto tahun 2016 yang berjudul Eksistensi bandan usaha milik desa terhadap 

peningkatan pendapatan asli desa di tiyuh candra kencana tulang bawang tengah 

kabupaten tulang bawang barat, dalam penelitian ini menunjukan bahwa Eksistensi 

dari BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat 

dilihat dari peningkatan PADes dari tahun 2014 sampai Tahun 2016. Pada tahun 

2014 pendapatan asli tiyuh sebesar Rp. 12.300.000 meningkat menjadi Rp. 

15.000.000 ditahun 2015, serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 

menjadi Rp. 17.000.000. hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya program 

BUMDes sebuah desa dapat meningkatkan pendapatannya dan secara otomatis 

tingkat kemampuan keuangan sebuah desa akan meningkat, dengan kata lain desa 

tersebut dapat dikatakan bisa membiayai rumah tangganya sendiri apabila 

pendapatan asli desanya lebih tinggi daripda total penerimaan daerah. 

Untuk dapat membiayai rumah tangganya sendiri sebuah desa harus paham 

dengan yang namanya derajat desentralisasi fiscal, dan untuk memahami lebih 

lanjut mengenai derajat desentralisasi fiscal peneliti didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Viona Demora tahun 2016 yang berjudul Analisis derajat 

desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktifitas 

belanja daerah di Kota Jambi. Dari penelitian tersebut yang berlokasi di Kota Jambi 

dapat diketahui bahwa Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal daerah terhadap 

sebesar 10,62 persen (Rendah). Rata-rata rasio Derajat Kemandirian Fiskal sebesar 

12,18 persen (Rendah). Dan juga rata-rata rasio Produktivitas Belanja Daerah 

sebesar 18,38 persen (Rendah). Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat hubungan 

antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja 

daerah di Kota Jambi periode tahun 2001-2013, mempunyai hubungan/korelasi 

tetap kuat dan nyata, dengan pola hubungan yang positif. Positif berarti 

menunjukkan hubungan searah dalam artian kenaikan derajat desentralisasi dan 

kemandirian fiskal pada saat bersamaan juga terjadi kenaikan pada produktivitas 

belanja daerah dan sebaliknya. Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiscal Kota 

Jambi yang menunjukkan angka dibawah criteria untuk dapat dikategorikan menjadi 

desa yang bisa membiayai rumah tangganya sendiri. Begitu pula dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rinaldi Syahputra Tahun 2018 yang berjudul Analisis derajat 

desentralisasi atau kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi 

daerah di Aceh Tamiang menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, yakni dari 

hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara rata-rata derajat desentralisasi yang 
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terjadi di kabupaten aceh tmiang relatif rendah, dimana angkanya berkisar antara 

4,6% - 6,96%. ini artinya sbagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah didaerah 

sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. pada tahun 2009 besarnya 

derajat desentralisasi ,446 maksudnya kemampuan keuangan daerah berasal dari 

pad dalam membiayai kegiatan pemerintah di daerah hanya 4,46%, sedangkan 

sebagian besar 95.54% di biayai oleh berbagai sumber keuangan lainnya. aceh 

tamiang. Dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang 

menunjukkan hasil rendah memicu peneliti untuk meneliti sebuah desa di 

Kecamatan Kalisat tepatnya di Desa Gambiran untuk diukur tingkat kemampuan 

keuangannya. Desa Gmbiran adalah sebuah desa terpencil yang berada di 

Kabupaten Jember bagian Timur yang notabene masyarakatnya bekerja sebagai 

petani. Walaupun begitu setiap desa diseluruh Indonesia memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk memajukan desanya masing-masing. Pemerintah telah 

menyiapkan dana khusus pembangunan desa agar dipergunakan untuk membangun 

desa dengan baik agar mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri.  

Desa Gambiran yang memiliki sumber pendapatan dana salah satunya dari 

BUMDes membuat pendapatan asli desa di Desa Gambiran meningkat dibanding 

tahun sebelumnya memiliki harapan untuk dapat menaikkan tingkat perkembangan 

kemapuan keuangan desanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Benny 

Ferdianto Tahun 2016 Pembentukan BUMDes mempunyai banyakdampak positif 

salah satunya ialah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADes). Dari 

peningkatan pendapatan asli desa maka akan membuat perekonomian desa dan 

masyarakat menjadi kuat. BUMDes juga dapat memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dijalankan.Dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk mengukur apakah keuangan desa tersebut dapat dikatakan baik dalam 

hal pembangunan desa dengan system pengelolaan keuangan yang telah diterapkan 

seperti sekarang. BUMDes di Desa Gambiran dapat dikatan baru dibangun karena 

masih berjalan selama 2 periode berjalan. Dengan adanya BUMDes dan 

meningkatkan pendapatan asli desa belum tentu sebuah desa secara langsung atau 

kasat mata dapat dikategorikan sebagai desa yang dapat membiayai rumah 

tangganya sendiri karena untuk dapat dikatakan desa yang mampu membiayai 

rumah tangganya sendiri sebuah desa harus memiliki pendapatan diatas total 

penerimaan daerah. Berikut adalah data pendapatan Desa Gambiran pada tahun 

2017 hingga 2018. 
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Tabel 1.1Pendapatan Asli Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Tahun 2016-2018 

PAD 2016 2017 2018 

Kas Rp   49.250.000 Rp   50.250.000 Rp   50.250.000 

Retribusi pajak Rp   36.000.000 Rp   36.000.000 Rp   36.000.000 

Bantuan keuangan 

khusus 

Rp     3.000.000 Rp     3.000.000 Rp     3.000.000 

Pendapatan 

BUMDes 

Rp          - Rp             - Rp     7.800.000 

Total Rp   88.250.000 Rp   89.250.000 Rp   97.050.000 

Sumber : Laporan Keuangan Desa Gambiran 

 

Tabel diatas menunjukkan total pendapatan desa selama tiga tahun berturut-

turut yakni mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Pendapatan desa diatas 

diperoleh dari total penerimaan daerah dan juga total pendapatan asli desa yang 

dimilki oleh desa Gambiran. Pendapatan asli desa yang dimiliki oleh desa Gambiran 

dari tahun 2016 hingga saat ini ialah usaha Mitra Tani yang bergerak dalam bidang 

usaha dagang dan produk yang dijual antara lain pupuk, bibit, serta berbagai macam 

obat yang dibutuhkan dalam bidang pertanian. Selain usaha dagang, pendapatan asli 

desa Gambiran juga berasal dari retribusi pajak yang berasal dari tanah kas desa 

yang diseakakn kepada mayarakat dan juga usaha yang terbaru yang dibangun oleh 

desa Gambiran yakni BUMDes. BUMDes di desa Gambiran bergerak dalam bidang 

peminjamna uang bagi masyarakat sekitar yang membuthkan dengan persyaratan 

bahwa uang yang dipinjam digunakan untuk mebangun usaha atau menambah 

modal usaha yang sudah ada. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan desa Gambiran meningkat 

setiap tahunnya, namun pendapatan yang meningkat belum dapat dikatakan bahwa 

desa Gambiran sudah mampu membiayai rumah tangganya sendiri, sebab apabila 

jumlah Tota Penerimaan Daerah yang diperoleh dari pemerintah lebinh tinggi dari 

Pendapatan Asli Desa yang dimiliki oleh desa Gambiran, maka desa Gambiran 

perlu meningkatkan pendapatan asli desanya agar dapat masuk dalam kategori desa 

yang mampu membiayai rumah tangganya sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Syahputra Tahun 2017 

mengatakan bahwa Untuk meningkatkan kemandirian daerah harus berupaya terus 

menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) perlu diadakan 

pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara 

berkesinambungan dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan 

pembangunan, peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula 
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dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan sumber pajak atau retribusi 

daerah.Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas 

ialah bagaimana tingkat kemampuan keuangan desa gambiran tahun 2016-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan 

kemampuan keuangan di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Objek Yang Diteliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi 

pemerintahan desa khususnya dalam mengukur kemampuan keuangan Desa 

Gambiran. 

2. Bagi Pihak Universitas 

Bagi perguruan tinggi, hasil peneitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat  yang diperoleh bagi penulis setelah melaksanakan penelitian tersebut 

yakni penulis dapat mengetahui bagaimana cara mengetahui tingkat kemampuan 

keuangan desa. 

 

 

 

 

 

 


